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Menimbang * a. bahwa perencanaan pen
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Mengi‘ngat > 1. Undang-Undang Nombr 14

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAE

RAH KOTA SURABAYA

NOMOR : 52 TAHUN 2014

TENTANG
PROGRAM LEGISLLASI DAERAH KOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAE

dilakukan dalam suatu Pro
dimaksud dalam ketentua
12 Tahun 2011 tentang A
undangan;

b. bahwa berdasarkan keten
40 Undang-Undang  Nd
Pembentukan Peraturan H
Pasal 13 ayat (3) Peratt
1 Tahun 2014 tentang Pe
Program legislasi Daerah
13 ayat (1) | ditetapkan d
Rakyat Daerah;

c. bahwa berdasarkan bert
dalam huruf a dan huruf b,
Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Surabaya Tahun 2015

SURABAYA TAHUN 2015 :

RAH KOTA SURABAYA,

yusunan Peraturan Daerah harus
gram Legislasi Daerah sebagaimana
n Pasal 39 Undang-Undang Nomor
embentukan Peraturan Perundang-

tuan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal
mor ~ 12 Tahun 2011 tentang
erundang-undangan dan ketentuan
ran Menteri Dalam Negeri Nomor
mbentukan Produk Hukum Daerah,
sebagaimana dimaksud dalam pasal
tngan Keputusan Dewan Perwakilan

mbangan sebagaimana dimaksud
perlu menetapkan Keputusan Dewan
tentang Program Legislasi Daerah

Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan 2ropinsi  Jawa
Timur/Jawa Tengah/Jawd Barat dan Daerah  Istimewa

Yogyakarta sehagaimana t
Nomor 2 Tahun 1965 (Le

elah diubah dengan Undang-undang
nbaran Negara Tahun 1965. Nomor

19 Tambahan Lembaran Négara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32
Daerah (Lembaran Negara
Lembaran Negara Nomor

Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
4437) sebagaimana telah diubah

kedua kali dengan Undarng-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Tahdn 2008 Nomor 59 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4

3. Undang-Undang Nomor
Permusyawaratan Rakyat,

B44):

27 Tahun 2009 tentang Majelis
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan [Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan

. Lembaran Negara Nomor 5

D43),




e

9.

10.

Memperhatikan 1.

Menetapkan

‘Daerah Kota. Surabaya

KEPUTUSAN DEWAN PERW

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan .

Peraturan Perundang-und
2011 Nomor 82 Tambahan

Peraturan Pemerintah N

Fembagian

Pemerintahan Daerah Pfovinsi

Kabupaten/Kota {(Lembar:
Tambahan Lembaran Neg:

Peraturan Pemerintah Non
Penyusunan Peraturan [
tentang Tata
(Lembaran Negara Tah
L.embaran Negara Nomor 3

Urusan  Pgmerintahan

Terttbh Dewan

angan ({Lembaran Il\Iegara Tahun
Lembaran Negara Nomor 5234),

38 Tahun 2007 tentang
Antara  Pemerintah,
dan Pemerintahan Daerah
n Negara Tahun 2007 Nomor 82
ra Nomor 4737},

fomor

or 16 Tahun 2010 tentang Pedoman

ewan Perwakilan Rakyat Daerah
Perwakilan Rakyat Daerah
Lin 2010 Nomor 22 Tambahan

104);

Peraturan Menteri Dalam H\legeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun

2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kota
tentang Urusan Pemerin
Daerah (Lembaran Daeral

Surabaya Nomor 11 Tahun 2008

ahan Yang Menjadi Kewenangan

11 Tambahan Lembaran Dherah Kota Surabaya Nomor 11).

Peraturan Daerah Kota Su
Kedudukan Protokoler dar
DPRD (Lembaran
sebagaimana telah diubah

Daerah Kota Surabaya Tah

Peraturan Dewan Perwak
Nomor 50 Tahun 2010 ter

Dagfah
ketiga kali terakhir dengan Peraturan
Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran

abaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang
Keuangan Pimpinan dan Anggota
Tahun 2004 Nomor 3/A)

un 2007 Nomor 4);

lan Rakyat Daerah Kota Surabaya
tang Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Surabaya.

Surat  Walikota Suraba
tanggatl
Rancangan Peraturan Dae

Surabaya Tahun 2015,

8 Agustus 2014 Perihal

180/3929/436.1.2/2014
Penyampaian Daftar
rah Program Legislasi Daerah Kota

a Nomor

Hasil Rapat Badan Legislgsi DPRD Kota Surabaya, Sekretaris

DPRD dengan® Bagian H
tanggal 5 Agustus 2014.

12 Agustus 2014,

ukum Pemerintah Kota Surabaya

. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Surabaya tanggat

Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya tanggal 15 Agustus

2014

MEMUTUSKAN :

t

AKILAN RAKYAT C|AERAH KOTA

SURABAYA TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH KOTA

SURABAYA TAHUN 2015

Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KOTA SURABAYA \\.,%p
NOMOR : 52 TAHUN 2014
NANGGAL : 15 Agustus 2014
PROGRAM LEGISLASI DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015
- T —— - —— o
i | STATUS DISERTAI
i ——— — T Beniols SKPD/
: ‘ - enjela : i
NO  TENTANG Igg;g’f{l Pelaksanjan N“;ka san U'i‘r‘l:tl;;’gi" Ket,
_ Baru |Ubah Akade atau terkait
| mik Ketera
S S - L _ngan . ]
L 243 4 5 6 7 8 1 9 o]
T ! ﬁ Lo Badan
1 Undang- Perencannan
| Undang N¢mor Pembangun;
i 28 Tahun P0O0Y 2. Dinas
| tentang Pajak Pendapatan
| Daerah dap dan
f Retribusi Pengelolann
; Daerah; Keuangan;
J » 2. Peraturan 3. Dinas Tenaga
! Raperda Raperda Pemerintah Kerja;
Pentany tentang Nomor 97 tt. Bagian
Py Pensclengear : Penvelenganr \' Tahun 2012 A Oreanisasi DPRD
aatn Faan tentang ) din Tata
- Retenaguker) | Ketenagakerj Retribusi : Laksana;
i HATR Pengendaljan B Kantor
Lalu Lintag dan hinigrasi;
{ Retribusj 6. Dinas Tenaga
; Perpanjangan Kerja,
|' Izin Kependuduk
; Mempekerjakan an dan
| Tenaga Kefja Transmigrasi
: Asing Provinsi
o o Jawa Timur;
. 1. Dinas
] I .
’ Raperda Raprerda Undang-Undang ) :;?S:tmm]‘
- lending tentang Nomor 36 T:hun : N
2 i Upia Upayn v 2009 tentang v gi:dapatan DFRD
. | Keseharan Keschatan Kesehatan ‘
" Daerah Daerah Pengelolaan
! . Keuangan.
’ . 1. Badan
i Perencanaan
: Pembangun;
‘| 2. Badan
' SR Waperda Koordinasi
polentany, tentiang Undang-Undang dan
o Penvertin Penyvertaan ) Nomor 25 hdiun . Peliyanan
-+ I Modal Mocdlal M 2007 tentang \% Penanaman PPRD
I Kepoeda PT | Kepada 7l Penanaman Modal;
VBPRD O sSurya L BPRD Surva Modal 3. Dinas 3
| Artha Utama | Artha Utama Pendapatan
: can H
! Pengelolann %
. . - Kevangan; | .
Undang-Undang l. Badan _ \‘1%:?_
’ Raperda Raperda Nomor 25 Tohiun Perencanaan
. tentang tentang 2007 tentang Pembanguna;

4 | Penyvertaan Penyertann v Penanaman v 2. Badan DPRD
Modal Modal Modal Koordinasi .
kepada  PT. | kepada  PT, dan

. BPR. Jatim BPR. Jatim Pelayanan !
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Raperda

*

Reaperdn
Lentanye
Peqtiaan
Prosar
Tradhisional

tenttang zn
Mendirikan
Reklame dan
Pajalk

Cdan

Reklame

Raperda
h'nl;mf.;,
RESIFTHATS
Pasar
Tradisional

Ripuerda
tentang  lzin
Mendiriikan
Reklame dan
Pajak
Reklame

Undang-¢ndang
Nomor 28 tahun
2009 tentang
Pajak Dagrah dun
Retribusi{Dacrah

Penanaman
Modal;

3. Dinas
Pendapatan
dan
i'cngelolann
Revangig:

1. nas
Pendapatin
dan
Penpelolaan
Keuangan;

2.PD

__Surya.

Pasar

Undang-Undang
Nomor 24 tahun
2009 tentang
Pajak Dadrah dan
Retribusi |Daerah

Rerribus
Perpanjang:

n lzin
Mempekerjak
an Tenaga
Asing
Indonesia

Peneelolan
Nualitas Air

Pengendalian
Pencemaran
Air

I. Dinas Cipta
Karya dan
Tata Ruang;

2. Dinas

Pendapatan

dan

Pengelolaan

Keuangan,

3. Dinas

Pekerjnan

Umum Bina

Marga dan

Pematusan;

. Dinas

Kebersilian

chaan

oo Pertamanan.

1. Badan
Perencanaan

DPRD

1. Undiing, Pembangun;
Undang| Nomor 12 Dinas
28 Tahyn 2009 Pendapatan
tentang| Pajak dan
Daerah dan Pengelolann
Retribust Rewtangan:
Peraungutan Daerah; 3. Dinas
Retribusy 2. Peraturin Tenaga
terhadap Pemeringah ' Kerja;
Perpanjanga Nomor 97 .| 4. Bagian
n lzin Tahun 2012 i Organisasi
Mempekerjak tentang dan Tata
an Tenaga Retribusygi Laksana;
Asing Pengendhlian 5. Kantor
[ncddonesia Lalu Lintas dan Imigrasi;
Retribu 6. Dinas
Perpanjingan Tenaga
lzin Kerja,
Mempekprjakan Kependuduk
Tenaga Kerja an dan
Asing Transmigrasi
Provinsi
e B Jawa Timur;
1. Undang-

leneclolaan
Kualtas A
dan
Pengendalian
FPencemaran
Alr di Kota
Q- l Y]

el ') )(I)Q

N

Lhudang Nomor
7 Tahun|2004
tentang Bumber
Daya Airf

. Peraturah

Pemerintah
Nomeor 43
Tahun 2008
tentang
Pengelolgan

1. $3adan
Perencanaan
Pembangun;

2. Badan

Tingkungan

Hidup.




Sumber Daya

\\4._
._%—

Kemasyaraka
tan

- | . Air;
- 3. Peraturan
Pemerintah :
: ] ) Nomor 82
i . : Tahun 200
| ' tentang
: Pengetolan
: ) Kualitas Air
| dan
Pengendalign
f Pencemara Air
T ’ 1. Undang- A% 1. Badan
T i Undang Nojnor Perencanann
| ' 7 Tahun 2004 Pembangun;
: ' tentang Sumber
[ } Daya Air; 2. Badan
4 : 2. Peraturan Lingkungan
i . Pemerintah Hidup;
; Nomo_r 42
| Tahun 2008 3. Dinas
i‘ X tentang Pendapatan
Pengelolaan dan
v Sumber Daya Pengelolaan
| Pengelolaan Pengelolaan 5 Qfl:::"tturan Keuangan, T
Lelan * | dan ' o i
b o Pemerintaly '
g | lg*:lm(lungan Perlindungan A% Nomor 43 8
FAD Tonath Alr Tanah ‘ ’
; Tahun 2008
- . lentang Air
} Tanah;
' ! H. Peraturan
? Pemerintah
i Nomor 82
5 Tahun 200}
i tentang
. Pengelolaarh
Kualitas Ai}
| ) dan
? ' Pengendalihin
f v Pencemarah
: L . Air, .
] b Pedoman
; Pedoman Pembentuka A% Peraturan Y 1. Badan
CPembentuka | n Organisasi Menteri Dalam Perencanaan
i n OUrganisasi | Lembaga Negeri Nomof 5 Pembanguna
Lembaga Pemberdayaa Tahun 2007 n;
Pemberdayaa | n Masyarakat tentang Pedoman
- n Keturahan, Penataan 2. Bagian !
10 | Masvarakat Rukun Lembaga Pemerintaha ;
Kelurahan, Warga dan Kemasyarakdtan n dan
. PRukun Rukun Otonomi
| Warga dan Tetangea Daerah;
Rukun disesuaikan
Tethnygen duengan 3. Kecamatan;
’ Peraturan
Menteri , ‘K. Kelurahan
Dalam Negeri :
Nomor 5 i
Tahun 2007 '
! tentang
i Pedoman
Penataan
Lembaga




Cembinaan
dan
Pengawasan
Penvelenggar
aan Bengkel
Umum=,
Kendaraan
Jermotor

i
t

J I

i‘
|
:
i
i
|
l
i
|

Perubahan
12 { atas

Pembinaan
dan
Pengawasan
Penyelenggar
aan Bengkel
Unium
Kendarnan
Bermotor

1. Kepuluspn
- Menteri
Perhubungan-
Nomor M 63
Tahun 1P93
tentang
Persvaratan
Ambang{Batas
Laik Jaldn
Kendarapn
Bermotof,
Kereta
Gandengan,
Kereta
Tempelan,
Karoseri fan
Bak Mua\tan
serta
Kompongn-
komponennya;
2. Keputusan
Menteri
Perhubuihgan
Nomor KM 71
Tahun 1993
tentang
Pengujiar
Berkala
Kendaraan
Bermotor
3. Keputusan
Menteri
Perhuburjgan
Nomor KNI 9
Tahun 2004
tentang
Pengujian Tipe
Kendaraah
Bermotor;
. Keputusan
Menteri
Perindustrian
dan
Perdagangan
Nomor
KM.551/MPP/K
ep/10/1999
tentang Bdngke)
Umum
Kendaraan
Bermotar
sebagaimajpa
telahy diubah
dengan
Keputusar
Menteri
Perindustrian
dan
Perdagangin
Nomor
KM.191/MPP/K
6/2001,

Penyempurn
aan pedoman

1. Dinas
Perhubunga

n;

. Badan
Linglungian
Hidup;

[S]

‘3. Badan
Perencanaa
n

Pembangun
an,

——

- ».

. Peraturan
Pemerintaly

Peraturan dalam Nomor 41 \Y
Daerah Penyelenggar Tahun 1993
Nomaor 7 aan tentang

Dinas
Perhubung:n.
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¢
Lahun 2000 | Angkuatan Angkutan
- | tentang - Orang Jalan;
| Penyelenggar | di Jalan . Keputfisan
aan dengan Menteli
Angkutan Kendaraan Perhupungan
Orang Umum Nomoill 35-
| i Jdalan ; Tahun 2003
: dengan tentamg
Kendaraan Penyelenggaraa
Ui n Anglutan
Orang|ci Jalan
dengaif
| KendafaanUmu

R R m N N
i Perubahan !

Atas Penyesuaian - 1. Dinay
Peraturan itarif Kesehatan;
Daerah Kota Retribusi 2. Dinas
Surabayva Pelavanan Pendapatan
Noemor 5 Kesehatan dan

13 Tahwun 2010 pada Dinas Pengelolaan
tentang Kesehatan Vv v Keuangan,
Retribusi Kota :
Pelayanan Surabaya
Kesehatan
pada Dinas '
Kesehatan ;
Kota i

L[ Suebaya |

‘ 7 i-"(_rmbnh;m ] {

i P hedua atas Penambahan 1. Dinas
FlPeraturan obyvek Undang-Undang Pengelalian
Phavrah Kota | retribusi Nomor 28 Tahun Bangunan
P Surahava pemakaian 2009 tenfang daty Tanal;

[ f Nomaor 13 Lkeliavaan Pajak Daprah dan 2. Dinas
CTalwin 20100 ! dierah Vv Retribusi|Daerah Vv Pendapatan
f tentang . dan
- Rgtribus Pengelolnan |
! Pemakaian Keuangan.
| Kekavaan
S eesn
’ 1. Badan |
Perencanaan
i ‘ Pembangun;
i . 2. Badan
. AT . Koordinasi
15 Penyelengear | Penyelenggan Undang-Undan 1a
. g ang dan
‘ aan , AN - )
Penanaman Penanaman Nomor 25/ Tahun Pelayanan
l Modal i Moclil di 2007 tentjing Penanaman
| Kot Kota Penanamgn Mpdal;
| Surabaya Surabava Modal 3. Dinas
]! ; - ) Pendapatan
1' | dan
‘ { g Pengelolaan ‘1'
d i R, | Keuangin:
, f 1. Dinas H
5 l ‘ Kebersihnn .
j Relrbus f?‘-‘*”}'"é’.t_ltan Undang-U wdany dan A
! Penvedian !\’(‘[l'l])ll.:'s! Nomor 28 jlahun Pertamannn;
16 ! dan/atau 1 Penyediaan 2009 tentgng 9. Dinas
Jl i-‘:'n\/-':'cl(o[;m | dan/atay Pajak Daterah dan Pendapatan
! Kakus lfum'.c(lut."m Retribusi Pacrah dan
[ Kakuis Pengelolian
I N Keuangan; |
Peraturan I Badan
17 1 Pembanguna | pelaksanaan Pemerintah Perencannan
n Jaringan dan Nomor 29 Tahun Pembangun;




-
) 6
- Jrilitas }1é'i;%£{¥i1(lalian 2000 tentang 2. Dinas
Terpadu di pemlxmguna Penyelenpggdonraan Pelkerjaan
- Kol n jaringan Jasa Konsiruksi Umum Bina
Surabayva utilitas di sehagaimaha Marga dan
| I Kota telah diubzh _ Pematusan,
. f ' Slll:‘i'll)ﬂ_\ﬂ dengan Pegaturan 3. Dmas Cipta
i ‘ Pemerint sl : Karya i }
! : . ol Nomor 59 Tahun Tita Ruans,
. : i 1. Badan 1 :
” 5 ettt ! Pedonan Peraturan Perencannan
i

Pembangun;

o Perbendiahar
P dan

i Tunudan

P Tantitan

dalam ! Menter: Dagaun

nenyelesatka

Negert Nortjor 5
Tahun 199f

I

. Dhoas
Pendapidian

! Gauntt N Perhendahar tentang Tuptutan han
P Reusngnn aan dan Perbendaharaan Pengelolaan
cian Barang Gant Rug dan Tuntutan Keuangan;

Mitik Daerah
CPemerintah
Kota
Suriabaya

Perubahan

Keusnean
dan Hinang
Milik Daerah
Pemerintah
ot
Surabaya

Ganti Rugi
Keuangan {an
Barang Dagrah

3. Dinas
Pengelolaan
Bangunan
cdan Tanah;
A. HBagian
Perlengkapa
n.

Peraturan
Dacrah Kot
Surabaya
Nomor 13
CTaliun 2001

rentarty Tentang
Retribusi Retribust
Pasar Grosir Pasar Grosir
dan/atau dan/atau
Pertokoan Pertokoan

serta Pusat
Perbelanjaan

Pencabutan | Mencabut |

Peraturan
Dacrahy Kota
Surabava
Nomor 13
Tahun 2001

serta Pusat
Perbelanjaan

[ Atas” Penvesunian Undang-Undang. Dinas
Peraturan dengan Nomor 28 Tahun Pendapatan
( Daerah Kota | peraturan 2009 tentar)g dan
Fsuradboa pertndnng-- Pajak Daerih dan Pengelolaan
Nomar TU undinrenn v Retribusi Dwerah Keuangan
¢ Tahun 2010 ving terbarg
Plentang
P Bumi
Pdan
CHanpunam }
- Pevkestaun | J
~Perubahan ‘T
CAlas - C 1 Penvesuainm ] v Undang-Undlang . : v Dinnas
} 90 S Pericuram denean : Nomor 28 Tdhun ‘ Pendapatan
T U Ikerah Koty ] peraturan 2009 tentanks C[-dom
.« _3 Surabi perendang- ajak Daerah dan ; Pengelolaan
' I Nomor - undangan Retribusi Deerah ' Keuangan
' Tahun 2011 | yang terbaru
- L lentang
| pbajak Dacrah |
i 1. Dinas
£ Retribust fzin | Penetapan Peraturan Perdagangin
’ Tempat Retribust lzin Presiden Notphor dan
| Penjualan Tenipat 74 Tahun 2313 Perindustria
| Minuidan Penjuatan tentang n;
¢ Beralkohol Minuman Pengendaliag dan 2. Dinas
Beralkohol Pengawasan Kebudayaan
; Minuman dan
Beralkohol Pariwisata;

Dinas
Perdagangan
dan
Pertndustrinn




7
casar T Tl Pasar Turi
!' Perubahan | Penyempurn ‘
atus wa tujuan, i 1. Bagian ,
Peraturan kinerja dan Perekonomia
Daerah organisasi n dan Usaha
Nomor G Perusahaan Daerah;
. Tahun 2008 1 Dacerih Pasar 2. Perusahaan
Clenitng 1OSUrVIL guna Daerah
Peroabioan : mesingkatka Pasar Surnva,
CDaerah Pasar §on pelavanan
- IRCIRN i e piada [
D e opimevaralkea pe 4 ol i R
A ; i ' Peraturan
Lo P Pesionbahion | Pensunbabinn Menteri Dglam 1. Bagian
| Penvertaan | Penvertaan Negeri Nonhor 13 Perekonomia
Modal g Nl Tahuan 20016 ' 1 dan Usaha
- Peonerintal [ Pemcrintah tentang Pefloiman Dieraly;
Dacrah Dacerah Pengelolaah
24 opda - kepada v Keuangnan Daerah v 2. ]"t-rusahn:nn
i - Perusnhaan Perusahaan sebagaimana Daerah Air
Dyiaerah Adr ] Daerahy - Adr telali diubdh Minum Surya
Minum Surva | Minam Surya kedua kali Seinbada, %
Sembada Scembada dengan Peraturan i
’ Menteri Dalam ‘\
Negeri Nomor A
. . 21Tahun 2pP11
- : 1. Badan
Perencanaan
. | .
. i ‘ i Undang-Uijdang ) Ij’(“mhalj'gun,
; ! | J A | = 2. Dinas Cipla
5 ’ ! . : i Nowmor 27 Tahun Konvi i
. FATIETEH i Zoisi 2007 teninfig Tada Ruano:
2500 Pesisir Kota D Pesisie Kota Y Pengelolaah ‘ V. o ia g,
:51#1‘471)&,‘.':1 P Surabava Wilayah Pekisir 3 I)Hms.
) ! . N . Pekerjaan
C ' | (l’ﬂH'PLlldLl- tla Urmien Bina
: Kecil
: . ‘ Marga -
R R o _ Pematusan
i Ponsiterian ’ Pembierian i
) FNamccJatan, T Namiac Jalan, Dinas Cipla
Clempu i tenipyd ' Karya dan
. 20 Rekreasi, Rekrest, | Y - \Y Tata Ruaany,
i Tarnan dan Taman dan i
" Tenpat Laane ) Tempad Lain
o fooopupiukadalan L untuk Jakan — B P
' ‘ 1. Dinas Cipta
! s Undang-Untlang Karva dan
; : Peigaturan i -
| Rumah Rumah v Nomor 20 Tphun v I'ata Ruang;
27 Susun Lo 2011 tentar|g 2. Dinas
. Susun S - ) ]
L . Rumah Susun :;eng(:lul;um
N j B _ angunan
’ B D : dan Tanath;
F Perubahan
. S lKedun atas 7 b, Dinas Cipla
U Heratarn ! ' ! TKarya dan
i ; Duaerah Kot | Percunbahion Undang-Ungtang w Tata Ruany;
Suriibava obyek v Nomor 28 Thhun v ! 2, Dinas
28 - Nomor 12 vetribusi lzin - 2009 tentarlg . Pengelolaan
i Tahun 2012 Maorelivilean IPajale Dacrah dan Bangunan
Plentang Bangunan Retribusi Dderah dan Tanah.
U lRetribusi [zin
I Mendirikan
MBangunan 1 S
Penyusunan 1. Badan
- Renciana Rencona v Undang-Undang vV Perencanann
20 | Detatt Tata Detail Tata Nomor 26 Tahun Pembanguna
Ruang Kota Ruang Kota 2007 tentang :
Penataan Ryang 2. Dinas Cipta
A
A i '




P

Karya dan .

Tata Ruang.

[

!
|
|

Perubahan
atas
Poerciuran

D aerah Kota

Surahiva
Nomor 7

Tahien 2010

enting
Penveralion
Prasarana,
Sarana dan
Urttlitas pada
Kawisan
Industri,
Perdagangan,
C Perumahian

i dan
[’umuklman

Tata Cara
Penyerahan
Prasarana,
Sarann dan
Utilhias pada
Kinwvirsan
Industri,

Perumahan
cdan
Permukiman

Perdagangan,

b

[#%)

. Dinas Cipta

Karya dan

Tata Ruang;
. Dinas

Pekerfoam
Umum Bina
Marga dan
Pematusan;

. Dinas

Kebersihan
dan

Pertamanan.

|
|
|

C Pencegnhan

."31

dan
" Penangoulan

o ean Bahava

Kelikaran

[ Pencesahan
’ dan
Penangguian
gan Bahaya

Kebakaran

vV

|
|
|
I
‘1
f
|
|
!

| 1

|

5,

|

|

. Badan

Lingkungan
Hidup;

. Dinas

Kebakaran;

. Dinas

Perhubunga
n;

- Dinas Cipta

Karyva dan

Tata Ruany; -
. Dinas

Pekerjaan
Umum Bina
Marga dan
Pematusan:
Dinas
Pengelolnan
Bangunan

)

dan Tanah.

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA

-

l' Lraltar Rancangan
' Peraturan Daerah
Terbuka
akibat putusan
Malhikamah Agung

I Kumulatif

2 Draftar Rancangan
Feraturan Daeral
Kumulatif Terbuka
tentang Anggaran

P PFendapatan dan Belanja

Diaerah

i

‘ Daltar Rancangan

 Peraturan Daerah
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